
a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, namun perlu dilakukan penyesuaian dan
penataan kembali;

b. bahwa penyesuaian dan penataan dilakukan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Provinsi dan Kabupatenj.Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil;

Menimbang

BUPATI LOMBOK TIMUR,

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASl, URAIANTUGAS, FUNGSI DAN

TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL

TENTANG

PERATURANBUPAT[ LOMBOK TIMUR
NOMOR24 TAHUN 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran NegaraTahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4674) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6402);

Mengingat
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PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS,
FUNGSI DAN TATAKERJA DINAS KEPENDUDUKANDAN

PENCATATANSIPIL.

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 184);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2006
tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telab
diubab dengan Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2013

ten tang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun
2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6354);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tabun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 202);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab (Lembaran
Daerab Kabupaten Lombok Timur Tabun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 4) sebagaimana telah diuabah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubaban Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten LombokTimur Tabun 2020 Nomor 5);
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Pasal3

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri

dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas:
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:

1. Seksi Identitas Penduduk;

2. Seksi Pindah Datang Penduduk;

3. Seksi Pendataan Penduduk.
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

1. Seksi Kelahiran;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

e. Bidang Pengelolaan Infonnasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas:
1. Seksi Sistem Infonnasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
3. Seksi Tata Keloladan Sumber Daya Manusia TeknologiInformasi dan

Komunikasi.
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas:

1. Seksi Kerjasama;
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

3. Seksi Inovasi Pelayanan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

h. KelompokJabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada KepalaDinas;

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata KeIja Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur

Tahun 2016 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

Pasall
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Pasal4

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang administrasi

kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dinas

menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama kabupaten dan pengadilan agama yang

berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi

Penduduk yang beragama Islam;

b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agarna kabupatendalam memelihara hubungan

timbal balik melalui pembinaan masingmasing kepada instansi vertikal

dan UPTDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten;

c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di

kabupaten dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;

d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,

dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten;

e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-EI,

formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;

f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokurnen
Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipi1;

2. Ketentuan Pasal4diubah, sehingga Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas;

(4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang;

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin

oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

dan

(7) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 7

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1) huruf b
angka 2, melaksanakan tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan,
penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan,

verifikasi dan pembukuan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan

keuangan;
c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji

serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan; dan
f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal6
(I) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b angka 1, melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan
penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;

c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang­

undangan;dan
e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

program dan anggaran.

4. Ketentuan Pasa16 diubah, sehingga Pasa16 berbunyi sebagai berikut:

d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian; dan
f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.
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Pasall0
(1) Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf c angka 1, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Identitas Penduduk menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan

dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor
induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik,

kartu identitas anak;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan

dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor
induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik,

kartu identitas anak;
c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi

7. Ketentuan Pasal 10diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal8
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b angka 3, melaksanakan tugas melakukan urusan
persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan
perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik
daerah, dan administrasi jabatan fungsional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Umum dan Kepegawaianmenyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban
kantor;

d. pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang
milikdaerah;

e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan
f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi

jabatan fungsional.

6. Ketentuan Pasal8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
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PasalI5
(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayat

(1) huruf d angka 2, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

11.Ketentuan Pasal 15diubah, sehingga PasalI5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal14

(1) Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
angka 1, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan
pelayanan pencatatan kelahiran.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kelahiranmenyelenggarakanfungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan

kelahiran;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan

kelahiran;
c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan pencatatan kelahiran;

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;

dan
f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan

kelahiran.

10.Ketentuan Pasal14 diubah, sehingga Pasa114 berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pendataan Penduduk menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan

penduduk;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan
penduduk;

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pendataan penduduk; dan

d. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk.
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Pasal15
(1) Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf d angka 2, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta

pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

11.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal14

(1) Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
angka 1, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan
pelayanan pencatatan kelahiran.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Kelahiran menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan

kelahiran;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan

kelahiran;
c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan pencatatan kelahiran;

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;

dan
f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan

kelahiran.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal14 berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pendataan Penduduk menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan

penduduk;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan
penduduk;

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pendataan penduduk; dan

d. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk.
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Pasal16
(1) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sebagaimana

dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, melaksanakan tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan
pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status
kewarganegaraan dan kematian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan

status kewarganegaraan dan kernatian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan

status kewarganegaraan dan kematian;
c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak,
perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan

anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan
kematian;

12.Ketentuan Pasal16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perkawinan dan Perceraian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan

perkawinan dan perceraian;
b. penyiapan bahan perurnusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan

perkawinan dan perceraian;

c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan perkawinan dan perceraian;

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan

dan perceraian; dan

f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan
perkawinan dan perceraian.
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Pasal19

(1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, melaksanakan tugas

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian

data kependudukan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;

b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis

pengolahan dan penyajian data kependudukan;

14. Ketentuan Pasal19 diubah, sehingga Pasal19 berbunyi sebagai berikut:

kependudukan;dan

d. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi administrasi

kependudukan.

administrasiinformasi

Pasa118

(1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, melaksanakan tugas melakukan

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan

dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi

kependudukan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan;

b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem

informasi administrasi kependudukan;

c. penyiapan dan pelaksanaan sistem

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, peru bah an

status kewarganegaraan dan kematian; dan

f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan

status kewarganegaraan dan kematian
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Pasal22

(1) Seksi Ketjasama sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) huruf f
angka 1, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan

kerja sarna administrasi kependudukan.
(2) Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi

Ketjasama menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan;

16.Ketentuan Pasa122 diubah, sehingga Pasal22 berbunyi sebagai berikut:

Pasa120
(1) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan

Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf e angka 3,
melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola
teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi
informasi dan komunikasi.

(2) Dlarnmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Tata

Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan

komunikasi serta sumber daya manusia teknologi infonnasi dan
komunikasi;

b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta
sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

c. penyiapan dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan
komunikasi; dan

d. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia teknologi

informasi dan komunikasi.

15.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

c. penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data
kependudukan;dan

d. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan penyajian data
kependudukan.
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Pasal24

(1) Seksi Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (1)huruf
f angka 3, melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan
inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis inovasi

pelayanan administrasi kependudukan;

18.Ketentuan Pasa124 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal23
(1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, melaksanakan tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
c. penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan;

d. penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;dan

e. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data

dan dokumen kependudukan.

17.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis
kerjasama administrasi kependudukan;

c. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi
kependudukan;dan

d. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
administrasi kependudukan.
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